PRESIDEN .
REFUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1999
TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN

Menimbang

Mengingat

DISTRIBUST I1. . .

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
\ TR

D a. bahwa Pemi ihan Umum disclenggarakan oleh badan penyeleng-

gara I’cmihlnn Umum yang bebas dan mandiri, terdici dari unsur

Partai Politik peserta Pemilihan Umum dan Pemerintah;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada  huruf a, dan untuk

mclaksanakan kelentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999

lentang Pemiliban Umumn, perlu membentuk Komisi Pemilihan

Umum® dan menctapkan Organisasi dan Tata Kerja Sckret

Umum Xomisi Pemiliian Umuny denpan Keputusan Presiden:
. B )

Lo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partaj

ariat

Politik

(Lembaran Necgara Tahun 1992 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Nepara Nomor J809);

2. Undang-undang Nomor 3 Talun 1999 tentang: Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 23, Tambalan Lembaran

Negara Nomor 3810);

3. Unchngﬂml;mg Nomm" 4 Tabun 1999 lcnlnng, Susunan

dan

Kedudukan Mﬂcll, I’umusyw«mahn Rakyﬂ Dewan Perwakllan

Rakyat, dan Dcwan Pczwakxlan Rakyat Dacrah {Lcmbaran Negaxa

Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3811);
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4. Peraturan Pemcrintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam. Jahatan Struktural (Iembaran Negara
L Tahun 1994 Nowmor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor

35406); | .

| MEMUTUSKAN:

- Menctapkan  : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN ¥OMIs!
PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN ORGANISAST DAN
TATA KERA SEKRETARIAT UMUM KOMIS! PEMILIAN
UMUM | |

BAB |
KOMISI PEMILIIAN UMUM
Bagian Pertama
Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Kéwcnangan
Pasal |

(1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum, dibeniuk Komisi

Pemilihan Uinum yang selanjulnya dischut KpU,

(2) KPU adalah badan penyclenggara Pemilihan ;Umum yang bebas

dan mandiri, berkedudukan dj by Kota Ncgaré.

(3) KPU bertanggungjawah kE])adzz Presiden.

Pasal 2

Untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempur yal tugas dan
I 8

kewenangan sebagai berikul;

DISTRIBUSIL 11
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A merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum:

b. menerima » menclity, dan menclapkan Partai- -partai Politik yanp

=berhak SCb%lgill pc';cm Pemilihan Umum;

c xncnnbmtu!g Panitia Pemlllhan Indonesia (PP} dan Jilelxgkoor-
dinasikan chia(an Pemilihan Umum mulai darj tingkat Pusai
“Sampai di Tempat Pemungutan Suara (TPS);

d. menctapkan jumiah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR,
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Tingkat I (DPRD 1), dan Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah Tingkat II (DPRD I} untuk sctiap
dacrah pemilihan; -

¢. menelapkan kescluruhan hasil pemifihan umum di semua daeral
pemiliban untuk DPR, DPRD 1. DPRY Il

f. mengumpulkan dan mcnsisté}'i]a{isasika_n bahan-bahan seria data

hasil Pemilihan Umuim;
g. memimpin tahapan kegiatan Pemiliban Umum: dan

h. tugas dan kewcnangan fainnya yang ditetapkan dajam Undang-

undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.,

|
|
s , r
| o |
. DBagian Kedya |
Keanggotaan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pasal 3

Keanggotaan KPU schagaimana dimaksud dalam Pasal | terdiri dari
Wakil Partai Polilik peserta Pemiliban Umum masing-masing scbanyak

I (satu) orang dan wakil Pemerintah seb anyak 5 (lima) orang.

DISTRIBUSI If. - Pasal 4
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Dasal 4 » |
(1) Keanpgotaan KPU wakil dari Partai Poli‘lik' peserta Pemilihan
Unum sebégaimana dimaksud dalam Pasal 3, diusulkan oleh
. Pimpinan P;}usal Pattai Politik peserta Pemilihan Umum yang
bersangkutan kepada Presiden. , :
(2) Kcanégotaan KPU  wakil dori Partai Politik sebagaimana |
dimaksud -dalam ayat (1) dan wnkH dari Pemerintah ditctapkan

dengan IKeputusan Presiden.

Pasal 5

Hak suara wakil dari Pemcrintah dan wakil dari Partai Politik pescrta
Pemilihan Umum schagaimana dimaksud chinm Pasal 3 ditentukan

berimbang.
Pasal o

(1) Susunan Kcanpgotaan Kpy terding dari: ,
a. Scorang Kelua: | B
b. Dua vrang Waki! Ketun:
c. Anmgola-anggola
(2) Kectua dan Wakil-wakil Kclu.l (llpmh sccara dcmokratis dari dan

olch Anggola KY’U dalam| mm{ prcno KPU.

Pasal 7
Masa kerja KPU adalah § tahun,

Pasal .8
Untuk mclaksanakan Pemililan Umum Anggota DPR, DPRD I dan

DPRD 11, KPU membentuk Panitia Pemilihan Indonesia.

DISTRIBUST 11° o | * Pasal 9
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Pasal 9
Pengaturai  lebih lanjut mengenai  tata kcja KPU, susunan . dan

kcahggolaan PPl ditetapkan olch KPU.

Bagian elipa
Peresimian pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 10 _

(1) Pcresmian pengangkatan dan pemberientian Ketua, Wekil- w1kii
Kctva, dan Anggota-anggota KPU schagatmana dimaksud da!am
Pasal 6 diiaksanakan olch Presiden atas usul ketua KPU.

(2) Kecwa, Wakil-wakil Kctua, dan Angpota-anggota KPU schelum

memangku jabatan diambil sumpah/janji oleh Presiden.

BAB I

: Bagialjz Pcrlllmn o |
I’cmbcnlu};an, Ll‘ugasﬁ dan Fungsi |
| Pasal 11
Pada KPU scbagnlmdna dimaksud dalam Pasal 1, d:bcnluk 6ckzclanal
Umum yang IUCFU[)EIkdﬂ Badan Pemerintah.

|
Pasal 12

Sckretariat. Umum KPU bertugas membanty kelancaran pelaksanaan

tupas dan kewenangan KPU scbhagaimana dimaksud dalam Pasal 2. -
B g ]

Pasal 13
Dalam melaksanakan wgasnya,” Sekretariat Umum KPU menyeleng-

garakan fungsi pelayanan adminjstrasi yang mcliputi pemberian

DISTRIBUSI 1If dukungan ..
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dukungan stal, anggaran, sarana  dan prasarana dalam rangka

penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pasal 14
(Ij"SckrctaI'i_al Umum KPU dipimpin olch scorang Sekretaris Umum'

(2)  Sckretaris Umum dibantu oleh Seorang Wakil Sckretaris Umum.

Pasal 15
(1) Tugas Sckretaris Umum KpU adalah:
a. membaniu KPU dalam melaksanakan tugasnya;

b. memimpin kegiatan Sekretariat Umum KPU;

€. mecnparahkan, mengkoordinasikan dan” mengawasi kepiatan

Ber-blt’0;= I
\

d. mcnga\lak‘an }'oordm:m (lc,ngan instansi terkait;
e. meial samk'm mgas yang d;tenlukm oleh Ketua KPU;
. mcmbcukan-pendapat dan saran kcpada Ketua KPU.

(«) Sekretaris Umum  da'am melaksanakan tugasnya secara teknjs
operasional bertanggung jawab kepada Ketua KPU dan sccara
té:icnis administralif bertanggung Jawab kepada Menteri Dalam

Negeri.

Pasal 16.
(1) Tugas Wakil Sekretaris Umum KPU adalah:

d. membantu Sckretaris umum KPU dalam melaksanakan lugasnya
untuk bidang tugas yang ditentukan, serta mengkoordinasikan
Biro-biro, |

b. mewakili Sckretaris Umum - KPU apabila Sckrertaris Umum
KPU berhalargan melaksanakan lugasnya;

i c. memberikan

FiaN
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C. memberikan saran (Id., pendanal kenada Ual retavis Umuem Kpro ‘

{#) Fakil Lekretaris Jrarr P dalam mzlaksanaian fugasnyz

berlanggung jawab kepada Sckretaris Umum KPUY.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 7
(1) Sckretariat Umum KPy terditt dari Bira-biro. |
(2) .. Biro-biro schagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Bagian-
bagian. ”

(3) Bagian-bagian s¢ bagaimana (!mni sud pada nyﬁ( (2) terdiri dari Sup

i

Bagian - sub baT an. !
|
|

H I

P
'

Pasal l8
(D Biro dipimpin olch scor:mg Kepala Biro. .

(2) Blagmn dlpampm olch \Scomng Kepala Bagian.

(3) ‘SUb Bag 1an dl[)lm vin olch scorang Kepala Sub Bagian.

Pasal 19 7
(1) Dalam meclaksanakan tugashya, Kepala Birg sebagaimana dimaksud
dalam Pasal |8 ayat (1), dapat dibant olch scorang Wakil Kepala
Biro.

(2) Pada Sckrctariat Umum KPU diangkat scorang Bendaharawan.

Pasal 20

(I} Biro-biro pada .Sckiclan:u Umum KPU scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 1yal (D) {c:dm dari:

DISTRIBUST 11+, : _ ) a. Birc
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a. Biro Perencanaan;
b. Biro Hukum; : C A_‘ }
¢. Biro Hubungan Masyarakal;

~d. Biro Kcuangan;

©. Birg Umum:

(2)

(3)

DISTRIBUSI 11"

Dalam Negeri.

f. Biro Perlengkapan;,

g Biro Perhubungan; L

h. Biro Pcngamanan; |

1. Biro Pcngawasanl' | ; ‘ :
T j. Biro Pcngola 1an |Dal'1 dan Pengendali an Informam

Bagian d(m Sub lagmn pd(lc'l Biro scbaganmana dimaksud pada ayal

(1) ditet apknn oleh’ Mcntcn Dalam Negerd, setelss mendapat

persetujuan Menteri yang l)cr[;mggung Jawab di bidang
pcndaya[,una'm a])amun negara.

%P(,ngﬂurm lchil ldn;ut lentang tata kLlJﬂ Sckretariat Umum KPPy
fSLngaHll(mid dimaksud dalam  ayac (2) ditetapkan oleh Menteri

Bagian Keliga
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 21

Sckretaris Umum dan Wakil sckretaris Umum KPU, diangkat dan
diberhentikan olch Presiden atas usul Mcnteri Dalamn Ncgeri.

Kepala Biro, Wakil chalﬁ Biro, Kepala Bagian dan Bcndahara;wan
diangkat dan dil)c:'hcmiknﬁ o!ch Menteri Dalam Negeri-atas usyl

Sekirelaris Uhmm I{I’U.

~(3) Kepala
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(3) Kepala  Sub bagian  dan pegawai  lainnya,  diangkal  dan
diberhentikan oleh Sckretaris Umum KPU atas nama Menteri

Dalam Ncperi.

Dagian Keempat
Jabatan Esclon pada Sekretariat Umum
Komisi Pemilihan Unum

Pasal 22

Jabatan di Jingkungan Sckretariat Umum KPU schagaimana dimaksud
I

dalam Pasal JJf:, Pasal 18 dan Pasal 19 [ayat (1) adalah Jabatan
S !

P ;
Struktural dcng.‘ n esclon .%cbagﬁi berikut: |

. Co \ ; .
a. Sckretaris Umum adalah Jabatan Esclon la.

b. Wakil Sckretaris Umum adalah Jabatan Esclon Ib.
- Kepala Biro adalah Jabatan Esclon Jla.

- Wakil chalﬁ Biro adalah Jabatan Esclon 11,
[ |

i](cpala Bagian adalah szxbalnn Fsclon Ia.

O S o SN I

[ chnla Sub Llngi;m adalah Jabatan Esclon Iva,

BAD I
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

Masa kerja KPU - untuk Pemilihan Umum Tahun 1999 berlavgsung
scjak Keputusan Presiden ini ditctapkan sampai 1 tahun scbelum

Pemitiban Umum Tahun 2004,

Pasal 24
Usul pcrcémi;m pengangkatan keangpotaan KPU untuk pertamakalinya,
digjukan olch Menieri Datam Negeri kepada Presiden bardasarkan
keputusan Rapat Pleno KPU. _7

DISTRIBUSI 11 ., I‘ . Pasal 25
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Pasal 25

Untuk  pertama kali Sckretarial  Umum KPU dibentuk, usul

pélli-gangkat:m Kepala Biro, Wakil Kecpala Biro, Kepala Bagian dan

" Bendabarawan sebagaimana dimaksud datam Pasal 22 ayat (2), diajukan

olch Sckretaris Umum Lembaga Pemilihan. Umum kepada Menteri
‘ . i : |

|
Dalam Negecii. |

|
\
|
Pasal 26
| ! .

Organisasi, tala kerja, dan pejabat pada Sckretariat Umum LPU yang
(clah ada: pada’ saal bcr:lakm:y;l Keputusan Presiden ini tetap berlaku
o ; ‘

i i ) i
dan ' meiaksanakan twgasnya scbelum dikeluarkan keputusan yang baru

! = .
berdasarkan Keputusan Prsiden ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUD

Pasal 27
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden
Nomor 4 Tahun 1970 (entang Pembentukan Badan Perbekalan dan
Perliwbungan  pada Lembaga Pemilihan Umum, Keputusan Presiden
Nomar 70 Tahqn 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Pcmi!iﬁhan Umum dan Panitia Pemilihan  Indoncsia serta
Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1995 tentang Susunan dan Tata

Kerja Panitia Pemilihan Indoncsia dinyatakan tidak berlaku,

1

Pasal 28

s
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Pasal 28

Keputusan Presiden ini mulaj berlaku pada anpgal diletapkan.

R Ditetapkan di Jikar(a

, ‘ ' pada tanpgal 19 Pebruari 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONES|A
‘ .

(el

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Salinan sesua’ d Vngian aslinya |

SEKRETARIAT KABINET Ry ‘

Kepala Birg ‘craturan ‘
/’__Pcrl.mdang-unc‘Jangnn I1
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